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PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 4/PERMEN-KP/2014 

TENTANG 
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka mengintegrasikan aspek 
gender dalam menyusun kebijakan, program, dan 
kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi 
Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu 
menerjemahkan pengarusutamaan gender dalam 
proses perencanaan dan penganggaran 
pembangunan kelautan dan perikanan; 

b. bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan 
perencanaan dan penganggaran pembangunan 
kelautan dan perikanan yang responsif gender, 
perlu Pedoman Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender Kementerian Kelautan dan 
Perikanan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan 
Perikanan tentang Pedoman Perencanaan dan 
Penganggaran Responsif Gender Kementerian 
Kelautan dan Perikanan; 
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Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang 
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4433) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5073); 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4660); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4739); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 
Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 125); 

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 
2010-2014; 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 126); 
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8. Keputusan  Presiden  Nomor 84/P Tahun  2009, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 
2013; 

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor  
PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.15/MEN/2012 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 
2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 858); 

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan 
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1); 

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional; 

2. Kesepakatan Bersama antara Kementerian 
Kelautan dan Perikanan dan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 06/MEN-KP/KB/III/2011 dan  Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Peningkatan Efektivitas 
Pengarusutamaan Gender di Bidang Kelautan dan 
Perikanan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 
TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. 

Pasal 1 

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian 
Kelautan dan Perikanan dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan kelautan dan 
perikanan yang responsif gender. 
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Pasal 2 
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kementerian 
Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 3 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Januari 2014 
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
SHARIF C. SUTARDJO 

  
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 20 Januari 2014 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
  
AMIR SYAMSUDIN 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id

